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Catatan:
Terlampir data dasar yang menjadi titik pijak diselenggarakannya FORUM
KEPRIHATINAN AKADEMISI
Menata Kembali Hak Warga Negara:

Belajar dari Kasus Penggusuran di DKI Jakarta

(Data dasar yang dijadikan sebagai titik pijak diselenggarakannya “FORUM KEPRIHATINAN AKADEMISI”, pada tanggal 11 Nopember 2003 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, yang dihadiri oleh 15 akademisi: Prof. Dr. Toety Heraty, Prof. Dr. Saparinah Sadli, Prof. Dr. Sajogyo, Dr. Andy Siswanto, Dr. Sony Keraf, Ir. Marco Kusumawijaya, M.Arch, Dr. J. Soedjati Djiwandono, Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., Prof. Dr. FG. Winarno, Prof. Dr. Loebby Loqman, SH.MH., Prof. Dr. Maria Sumardjono, Dr. Francisia SSE Seda, Dr. Karlina Supelli, Dr. B. Herry-Priyono, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno)

Dalam beberapa minggu terakhir ini kita menyaksikan ribuan orang yang menahan duka dan marah ketika mereka dipaksa untuk kehilangan tempat tinggal, ruang hidup dan harta miliknya. Kedukaan dan kemarahan ini dilahirkan oleh operasi penggusuran yang sepanjang tahun ini dilancarkan Pemda DKI terhadap pemukiman dan tempat usaha kaum miskin di Jakarta. Mereka digusur dengan alasan menduduki tanah pihak lain secara tidak sah menurut hukum, serta mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. 

Kian eskalatifnya penggusuran atas tempat tinggal dan tempat usaha kaum miskin ini menunjukkan bahwa penggusuran kian ditegaskan sebagai strategi dan pola pembangunan, terutama pembangunan kota-kota besar di Indonesia. Sesungguhnya, hal yang tampak nyata dari strategi tersebut adalah perlakuan diskriminatif yang dilakukan aparat negara terhadap warganya yang miskin, yang tidak memiliki akses terhadap sumberdaya yang dikuasai negara. 

Tiadanya bukti legal formal yang dimiliki sebagian besar penduduk miskin di Jakarta atas penguasaan tanah yang mereka jadikan tempat bermukim, menjadi landasan pembenaran untuk memperlakukan kaum miskin secara semena-mena. Hal itu dapat kita baca dari pernyataan gubernur DKI Sutiyoso berikut ini:

“Kesulitan warga akibat pembongkaran yang dilakukan pemilik lahan, seperti di Tambora dan Sunter, bukan tanggung jawab pemerintah. Kami Hanya membantu pemilik lahan mendapatkan haknya.”

“Pemerintah tidak harus mengganti rugi korban penggusuran. Tidak ada satupun dari warga korban gusuran itu yang merupakan warga DKI. Mereka adalah pendatang yang menyerobot tanah orang lain, kenapa dipikirkan?”(Kompas Cyber Media, 3 September 2003)

Ada tiga persoalan mendasar yang pantas dipersoalkan dalam kebijakan penggusuran yang dilakukan pemda DKI: 

1) Kebijakan penggusuran yang didasarkan pada ketiadaan hak legal-formal atas tanah yang menjadi tempat bermukim bagi kaum miskin 

2) Penghilangan hak hukum kaum miskin sebagai warga negara karena mereka tidak ber-KTP DKI

3) Pelanggaran hak asasi dan pembenaran perlakuan sewenang-wenang pemda DKI terhadap kaum miskin karena mereka tidak ber-KTP DKI. 

Jika berbicara tentang hak legal formal dan penegakan hukum di negeri ini, nampak jelas kepada siapa praktik hukum sebetulnya berpihak. Hukum bisa diatur dan diplintir untuk membela yang kuat. Sekarang inipun  kita sedang dihadapkan pada dua persoalan pelanggaran dan penegakan hukum yang demikian menyolok dan kontradiktif. Di satu sisi, jutaan kaum miskin di negeri ini dianggap melanggar hukum karena tidak memiliki hak legal formal atas secuil lahan yang ditempatinya. Oleh karena itu mereka digusur, dihancurkan dan rumah serta harta miliknya dibakar, layaknya orang membersihkan dan membakar sampah. Di sisi lain, pemerintah sibuk mencari jalan untuk melindungi dan membebaskan para konglomerat koruptor dan penjarah harta rakyat lewat kebijakan release and discharge, yang maksudnya tidak lain adalah penghapusan hutang. Bahasa asing yang tidak dipahami khalayak banyak, tampaknya sengaja digunakan pemerintah untuk menutupi persoalan sebenarnya. 

Dengan kebijakan penghapusan hutang konglomerat, rakyat dibuat semakin tidak paham tentang apa artinya penegakan hukum, yang berulangkali ditegaskan Gubernur Sutiyoso ketika melancarkan penggusuran. Hukum bukanlah apa-apa di republik ini. Ia hanyalah alat yang biasa dipakai yang kuat untuk melindungi kepentingannya. Memang benar, secara legal formal hukum dibuat, terutama untuk melindungi rakyat. Tapi bukan rakyat dalam pengertian politis, melainkan rakyat dalam pengertian statistik. 

Sebagaimana dipahami gubernur Sutiyoso dan kebanyakan penguasa lainnya, secara statistik konglomerat penjarah harta rakyat itupun adalah rakyat sebagaimana kaum miskin korban penggusuran. Perbedaannya, harta milik para konglomerat itu bersertifikat; mereka pun tak perlu ber-KTP DKI untuk dapat mengembangkan usahanya di DKI Jakarta. Di republik ini mereka menjadi warga negara nomor satu, dengan hak istimewa, termasuk hak untuk mengambil alih - dengan dukungan aparat negara - tanah-tanah negara yang sudah puluhan tahun lamanya ditempati oleh kaum miskin. Sementara kaum miskin tak pernah punya akses atas tanah-tanah negara, atas sertifikat dan identitas kependudukan sebagai warga kota. Bahkan mereka itu juga tak pernah tahu kalau sebagai warga negara dan warga ras manusia mereka memiliki hak yang sama sebagaimana warga negara dan manusia lainnya.

Banyak fakta yang bisa disodorkan untuk menunjukkan, betapa timpangnya hak yang dimiliki antara rakyat konglomerat dan rakyat yang melarat. Ketimpangan itu sendiri menegaskan sebuah kekacauan, seolah kita hidup pada jaman praperadaban tanpa negara dan pemerintahan. 

Berikut ini adalah sebagian kecil data dan fakta yang dengan lugas menggambarkan beragam persoalan penghilangan hak kaum miskin oleh kekuasaan ekonomi–politik yang selama ini telah banyak melucuti hak rakyat. 

1) Keluasan Kasus Penggusuran

Sebelum krisis, penggusuran lebih banyak dilakukan terhadap pemukiman-pemukiman miskin dengan alasan kepentingan umum. Kepentingan umum adalah sebuah kata lain dari kepentingan bisnis para konglomerat. Tanah dan tempat tinggal kaum miskin digusur untuk dijadikan lokasi bisnis, perkantoran ataupun pemukiman mewah. Kini alasan kepentingan umum telah bergeser menjadi alasan penegakan hukum demi ketertiban, kebersihan dan keindahan. Meski bergeser rumusannya, namun substansinya tetaplah sama. 

Tabel 1. Keluasan Kasus Penggusuran di tahun 2001 - 2003

	Tahun
	Jumlah Kasus dan  Korban
	Alasan Penggusuran
	Keterangan

	2001
	45 kasus penggusuran pemukiman:

· 6.588 rumah dan 5 sekolah dihancurkan

· 6.774 KK dan 34.514 jiwa kehilangan tempat tinggal

· 19 org mati, 67 org terluka, 50 org sakit, 1000 org depresi dan 4.252 org kehilangan pekerjaan 
	· Penegakan Perda 11/1988: pemukiman berada di jalur hijau, pemukiman berada di bantaran kali

· Mencegah banjir

· Lahan akan dijadikan lokasi bisnis


	· Penggusuran disertai dgn kekerasan & pembakaran yg melibatkan aparat pemda, preman, banpol, polisi dan TNI

· Warga mendapat uang kerohiman sebesar Rp 25.000 -Rp 500.000 / KK

· Warga membeli tanah, dapat ijin tinggal dan bayar retribusi pd aparat pemda

	
	54 kasus penggusuran PKL:

· sedikitnya 2.700 PKL kehilangan tempat usaha dan barang dagangan, dgn kerugian mencapai Rp 540 juta


	Melanggar Perda 11/1988: berdagang di trotoar dan jalur hijau/taman
	· Penggusuran disertai  dgn kekerasan, perampasan dan penjarahan oleh aparat

· Setiap hari, bulan dan tahun, PKL dipungut retribusi 

-  Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp 40.000 -50.000

	
	Penggarukan becak:

· 6000 jiwa kehilangan pekerjaan dan 3000 becak dirampas


	Melanggar Perda 11/1988
	· Pemda keluarkan Rp 1,24 milyar utk gusur becak

· Becak rampasan diperjualbelikan aparat

· Untuk menebus becak yg dirampas, pemilik becak bayar ke pemda Rp 2 juta utk 7 becak

	2002
	26 kasus penggusuran pemukiman:

· sedikitnya 4.908 rumah dihancurkan

· 18.732 jiwa kehilangan tempat tinggal; 15 org luka,11 org ditangkap dan ditahan
	· Melanggar Perda 11/1988

· Lahan akan dijadikan lokasi usaha
	· Penggusuran disertai dgn kekerasan & pembakaran yg melibatkan aparat pemda, preman, banpol, polisi 

· Yg melawan dikriminalkan dan diadili

· Penggusuran juga dilakukan dgn adu domba antar warga

· Sebagian besar korban tak dapat ganti rugi, sebagian kecil terima Rp 200.000 - Rp 500,000/KK



	
	20 kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL):

· sedikitnya 7.770 lapak dan kios PKL dihancurkan


	· Melanggar Perda 11/1988: berjualan di trotoar, jalur hijau/taman


	· Penggusuran disertai dgn keke-rasan,perampasan dan penjarahan oleh aparat

· Setiap hari, bulan dan tahun PKL dipungut retribusi

· Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp 40.000 -50.000

	
	591 kasus kebakaran dan pembakaran:

· 71% (424 kasus) pembakaran/kebakaran pemukiman kumuh

· 29% (168 kasus) pembakaran/kebakaran tempat usaha dan fasilitas publik, di antaranya 18  pasar tradisional, 12 fasilitas umum dan 6 fasilitas sosial
	-
	- Pembakaran adalah salah satu modus penggusuran pemukiman kumuh dan pasar tradisional. Ini ditandai oleh larangan untuk membangun kembali atau sulitnya pedagang masuk ke pasar yg sama setelah pasar berubah menjadi pasar modern

	
	Operasi Yustisi: 826 terkena razia KTP DKI
	Melanggar Perda no. 1/1996 tentang kependudukan
	· Kaum miskin sulit dapatkan KTP DKI

· Yg terkena razia bayar denda Rp10.000 - 20.000

	2003
	15 kasus penggusuran pemukiman:

· sedikitnya 7.280 KK kehilangan tempat tinggal

· 1 org mati

· 1 gadis, 13 th, diperkosa aparat

· 20 orang terluka

· 26 org ditangkap


	· Pembangunan proyek banjir kanal 

· Normalisasi kali

· Lahan akan dipakai lokasi bisnis

· Lahan akan dipakai perumnas

· Menegakkan Perda 11/1988
	· Sebagian besar tidak mendapat ganti rugi. Sebagian kecil terima Rp 250.000/kk

· Penggusuran disertai dgn kekerasan, penjarahan dan pembakaran yg libatkan aparat pemda,banpol, polisi, TNI dan preman

· Warga sdh membeli tanah pd pengelola dan pemerintah setempat


Sumber: Diolah kembali dari hasil investigasi Institut Sosial Jakarta (ISJ), Forum Warga Kota Jakarta   

               (FAKTA), dan pemberitaan media massa ibukota 2001 – 2003

2. Pelanggaran Berat Hak Asasi Warga Miskin

Warga yang menjadi korban penggusuran kini semakin miskin. Korban penggusuran di Teluk Gong, Banjir Kanal, misalnya, memilih bertahan di lokasi dengan tidur di tenda-tenda darurat. Namun tenda-tenda itupun terus menerus dibakar aparat. Mereka tidak tahu akan tinggal di mana, sebab sebagian besar dari mereka terlahir dan bekerja di tempat itu. Sudah 9 kali mereka mengalami penggusuran di tempat yang sama. Anak-anak praktis putus sekolah, karena penggusuran tidak menyisakan sedikitpun harta milik mereka, termasuk buku-buku dan seragam sekolah. Untuk mencari tempat tinggal baru juga tidak mungkin karena mereka tak punya uang.

Nasib yang sama dialami oleh para korban penggusuran lainnya. Di Tambora, warga mulai makan singkong kering. Anak-anak dan perempuan tidur di tenda-tenda darurat, laki-laki tidur di bawah langit terbuka. Sebagian lainnya berlindung di balik puing-puing rumah yang hancur. Bukan hanya tempat tinggal yang mereka tidak lagi miliki, tetapi juga pekerjaan. Sebab sebagian besar rumah mereka adalah juga tempat berusaha mereka. 

Yang lebih menyedihkan lagi adalah warga komunitas nelayan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara. Akibat penggusuran, sedikitnya 320 keluarga nelayan tersebut kehilangan tempat tinggal. Mereka kini tinggal terapung di atas perahu-perahu dan tidak tahu akan tinggal di mana. Padahal dalam perahu-perahu yang terapung itu terdapat 30 bayi. Tak terbayangkan bagaimana 30 bayi dalam keluarga nelayan tersebut bisa bertahan  dalam kondisi hidup seperti itu. 

Kemiskinan dan kesulitan hidup yang dialami para korban, tidak juga membuat pemerintah tergerak untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan persoalan kaum korban ditanggapi pemerintah dengan pernyataan tidak berperikemanusiaan, yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengemban tugas sebagai pemimpin dan aparat negara. 

Berikut adalah pernyataan gubernur DKI Sutiyoso beserta aparatnya dalam menanggapi persoalan korban penggusuran.

Tabel 2. Sikap dan Perlakuan Gubernur DKI Beserta Aparatnya 

Dalam Menanggapi Persoalan Korban Penggusuran

	Kasus Penggusuran
	Pernyataan Gubernur dan Aparatnya
	Keterangan

	Penggusuran tahun 1996
	Walikota Jakarta Pusat Abdul Kahfi:

"Program peremajaan lingkungan kumuh menjadi rumah susun, gedung pusat perkantoran dan sentra bisnis, telah berhasil mengurangi jumlah penduduk Jakarta Pusat dalam enam tahun terakhir" 
	Kompas, 29 April 1996

	Penggusuran pemukiman th 2001
	Kasudin Trantib Jakarta Utara Toni Budiono:

"Pembakaran atau bumi hangus merupakan salah satu taktik dalam operasi penertiban bangunan liar seperti bantaran kali. Dalam keadaan terpaksa, pembakaran bangunan ditempuh untuk memudahkan operasi membongkar." 
	Kompas, 2 Nopember 2001

	Penggusuran pemukiman tahun 2001-2002
	Gubernur Sutiyoso :

"Pemda tidak pernah menggunakan istilah penggusuran, sebab istilah itu mengarah pd hunian yg memiliki ijin resmi. Pemda hanya melakukan penertiban terhadap tindakan okupasi lahan yg melanggar hukum."
	Pernyataan Gubernur Sutiyoso dlm pertemuan dgn Komisi II DPR RI Sub Komisi Hukum dan HAM, tgl 7 Februari 2002

	
	"Pemda DKI mengemban amanat utk menciptakan ibukota yg tertib, aman, nyaman, bersih dan indah, sehingga Jakarta representatif sbg ibukota. Namun pemda DKI menghadapi kendala urbanisasi yg tak terbendung dan banyaknya PMKS yg melanggar Perda 11/1988. Untuk itu, pemda memilih upaya penegakan hukum."
	

	Penggusuran pemukiman Teluk Gong, Banjir Kanal
	Gubernur Sutiyoso:

"Sebagai gubernur saya malu pada orang asing yg datang ke Jakarta. Setelah keluar dari bandara, mereka langsung disuguhi pemandangan pemukiman kumuh di wilayah banjir kanal."
	

	Penggusuran pemukiman tahun 2003
	Gubernur Sutiyoso:

"Kesulitan warga akibat pembongkaran yg dilakukan pemilik lahan, seperti di Tambora dan Sunter, bukan tanggung jawab pemerintah. Kami hanya membantu pemilik lahan mendapatkan haknya."
	Kompas Cyber Media, 3 September 2003

	
	"Pemerintah tidak harus mengganti rugi korban penggusuran. Tidak ada satupun dari warga korban gusuran itu yg merupakan warga DKI. Mereka adalah pendatang yg menyerobot tanah orang lain, kenapa dipikirkan?"
	


Dalam kasus penggusuran tersebut, pemda DKI yang berkewajiban melindungi seluruh warga negara yang bermukim di wilayahnya telah melakukan berbagai bentuk kejahatan, di antaranya:  

1) Memandang kemiskinan dan kondisi keterbatasan para korban sebagai kejahatan (stigma) yang pantas diperlakukan sebagai kejahatan kriminal. Hal ini nampak dari sikap dan pernyataan langsung ataupun tidak langsung, bahwa para korban pantas menderita akibat kejahatan mereka sendiri

2) Tidak mengakui hak kaum korban sebagai warga negara dan warga manusia yang pantas dilindungi dengan alasan mereka tidak ber-KTP DKI

3) Melakukan penggusuran dan pengusiran paksa secara brutal dengan kekerasan (penembakan, pemukulan, penganiayaan), pembakaran, penjarahan dan bahkan pemerkosaan

4) Menghilangkan hak hidup (hak atas tempat tinggal, pekerjaan dan penghidupan yang layak) tanpa ada alternatif sama sekali 

5) Membiarkan korban terlantar tanpa bantuan apapun

6) Menghancurkan sistem kekerabatan dan akar kebudayaan yang merupakan sistem bertahan (survival system) kaum miskin dari kondisi hidup yang kian sulit 

7) Menjadikan penggusuran sebagai proyek bernilai milyaran

Menghilangkan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dengan alasan mereka tidak ber-KTP DKI saja, sudah merupakan pelanggaran hukum/kejahatan negara; apalagi bila tuduhan itu tidak benar. De facto banyak korban penggusuran yang memiliki KTP DKI. Sebut saja misalnya 70% korban penggusuran Kampung Catering, Sunter Jaya, Jakarta Utara, memiliki KTP DKI. Data statistik yang dikeluarkan BPS tahun 2001 tentang pemilikan KTP warga pemukiman kumuh di Jakarta Utara, juga menunjukkan bahwa mayoritas (73,2%) warga pemukiman kumuh ber-KTP DKI. Warga pemukiman kumuh yang tercatat dalam data BPS tersebut juga sedang mengalami ancaman penggusuran.

Tabel 3. Data Pemilikan KTP Warga Pemukiman Kumuh di Jakarta Utara

	Kecamatan
	KTP DKI
	KIPEM
	KTP lainnya
	Tidak ada
	TT
	Jumlah

	Penjaringan
	9.999 (57,3)
	412 (2,4)
	6.654 (38,1)
	380 (2,2)
	20 (0,11)
	17.465 (100)

	Pademangan
	3.850 (67,6)
	176 (3,1)
	1.628 (28,6)
	35 (0,6)
	3 (0,05)
	5.692 (100)

	Tanjung Priok
	2.393 (74,2)
	120 (3,7)
	684 (21,2)
	26 (0,8)
	1 (0,03)
	3.224 (100) 

	Koja
	2.749 (87,8)
	60 (1,9)
	298 (9,5)
	24 (0,8)
	0 (0)
	3.131 (100)

	Kelapa Gading
	568 (84,1)
	5 (0,7)
	99 (14,7)
	2 (0,3)
	1 (0,1)
	675 (100)

	Cilincing
	4.984 (68,4)
	295 (4,1)
	1.883 (25,9)
	94 (1,3)
	5 (0,07)
	7261 (100)

	Rata-Rata
	(73,2)
	(2,6)
	(23,0)
	(1,0)
	(0,04)
	-


Sumber: BPS Propinsi DKI Jakarta tahun 2001

Patut dipertanyakan, apakah warga miskin tidak memiliki KTP DKI karena kesalahan mereka? Pemda DKI sendiri menutup akses bagi kaum miskin untuk mendapatkan KTP DKI. Contohnya adalah masyarakat nelayan Ancol Timur yang menjadi korban penggusuran. Betapapun sudah 51 tahun mereka tinggal di wilayah DKI, namun sulit bagi mereka untuk mendapatkan KTP DKI. Oleh pemerintah DKI setempat, mereka hanya diberi KTP sementara yang hanya berlaku 3 bulan. KTP sementara itupun hanya  diberikan di saat menjelang pemilu, dengan satu pesan agar mereka mencoblos parpol tertentu. 

Pemda DKI menuduh para korban gusuran sebagai penyerobot tanah. Tuduhan macam ini pantas dipertanyakan bila kita melihat kembali sejarah tanah dan waktu mereka bermukim menempati tanah tersebut. Memang benar bahwa tanah-tanah yang ditempati para korban mayoritas adalah tanah negara. Tidak ada yang menyangkal bahwa tanah itu bukanlah milik warga korban gusuran. Namun mereka telah menempati tanah itu dalam jangka waktu puluhan tahun dan hal itu dibiarkan oleh pemda. Bahkan banyak di antara mereka yang membeli atau menyewa tanah dan membayar pajak secara legal kepada pemda setempat. Secara hukum, setelah mendiami tanah ataupun rumah  sedikitnya 20 tahun tanpa ada persoalan, mereka memiliki hak atas tanah atau rumah tersebut). 

Setidak-tidaknya mereka tidak bisa diusir begitu saja tanpa ada dialog. Kalaupun tanah tersebut akan dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum, warga diberi alternatif pengganti atau kompensasi yang tidak menghilangkan hak hidup mereka. 

Pengakuan pemerintah atas hak warga korban terhadap tanah yang mereka tempati itu selama ini ditegaskan, di antaranya dengan masuknya pelayanan listrik, air (PAM), retribusi, dll. Hal yang pantas kita gugat di sini adalah kenyataan bahwa penggusuran itu merupakan pengambilalihan tanah negara oleh pemda bukan untuk kepentingan umum - sebagaimana diatur dalam undang-undang, melainkan diserahkan/dijual pada pihak swasta demi kepentingan bisnis yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan umum, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Status Tanah yang Digusur dan Peruntukan Lahan Pasca Penggusuran

	Kasus
	Status lahan
	Peruntukan Lahan Pasca Penggusuran 
	Keterangan

	Penggusuran 206 keluarga  Nelayan Ancol Timur pada th 2001
	Tanah timbul (tanah hasil sedimentasi), yang sudah ditempati nelayan selama 51 th,  sejak th 1950
	Untuk olah raga air Yacht Club milik PT. Bahtera Sejahtera
	Nelayan sudah mengalami 5 kali penggusuran tanpa ganti rugi



	Penggusuran 90 keluarga di Kampung Catering, Jl. Pipa, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara th 2003
	Warga membeli tanah yg ditempati seharga Rp 9 juta per 36m2 pada pihak pengelola dan lurah setempat 
	Akan digunakan sebagai lokasi usaha
	- Ketika membeli tanah, warga diminta pihak pengelola tanah dan lurah untuk membangun secara permanen

- Listrik dan PDA masuk secara resmi

- 70% warga ber-KTP DKI

- Penggusuran dilakukan tanpa ganti rugi

	Penggusuran 543 KK Kampung Beting, Jakarta Utara tahun 2001
	Warga sudah menempati lahan negara  selama 31 tahun (sejak 1970). 
	Akan digunakan sebagai lokasi usaha oleh PT. Karindo Karya, rekanan Pemda DKI
	- Pada tahun 1992 lahan dibebaskan oleh PT. Karindo Karya dan warga dipaksa menerima Rp 600.000 untuk 400 m2 tanah yg dimiliki. Warga menolak tapi tetap digusur. 

	Penggusuran 1.780 KK Kel. Marunda, Jakarta Utara
	Warga mendiami lahan tidur seluas 75 hektar atas ijin walikota dengan membayar Rp 400.000 – Rp 6 juta 
	Lahan akan digunakan untuk kepentingan industri di Kawasan Berikat Nusantara
	Warga diusir paksa oleh aparat terpadu atas permintaan pihak KBN

	Penggusuran warga di Penjaringan, Jakarta Utara
	60% warga korban telah tinggal di lahan bantaran kali selama lebih dari 20 tahun
	Lahan akan diperuntukkan untuk rumah susun
	Warga mengalami penggusuran 9 kali


Secuil tanah timbul di Ancol Timur puluhan tahun lamanya menjadi tempat bermukim bagi ratusan nelayan miskin. Secuil tanah hasil sedimentasi itu ibarat nyawa bagi ratusan nelayan. Namun nyawa itu direnggut begitu saja oleh pemerintah untuk diserahkan kepada pengusaha demi kepentingan bisnis olah raga air. Ini artinya, pemerintah mengambil hak hidup ratusan  nelayan miskin demi kesenangan segelintir orang. Sebuah tindakan keji.  

Penggusuran itu sendiri bagi pemda DKI sering dijadikan sebagai proyek yang sengaja diciptakan dan dilatarbelakangi oleh dana miliaran rupiah yang dianggarkan untuk melakukan penertiban. Proyek penertiban ini tidak terlepas dari persoalan korupsi. Pada tahun 2000, misalnya, dana untuk penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS (termasuk di dalamnya PKL dan warga pemukiman kumuh) mencapai 35 milyar atau 2,5 milyar per bulan.
 Dalam setiap penggusuran selalu dianggarkan uang kerohiman yang seharusnya diberikan pada korban. Namun dalam praktek, mayoritas korban tidak menerima sepeserpun uang ganti rugi. Dalam penggarukan becak yang dilakukan pemda DKI dengan biaya 1,24 milyar, hanya 25% tukang becak yang menerima uang kerohiman. Jumlah yang mereka terima itupun tidak sebesar yang dilaporkan pemda. 

Kaum miskin bukan hanya dijadikan target proyek penggusuran, tetapi juga sering diperlakukan sebagai sapi perah aparat pemda. Mereka dipungut retribusi dan dipaksa membayar sejumlah upeti pada aparat dengan disertai ancaman penggusuran apabila mereka menolak untuk membayar. Seperti yang terjadi pada 124 KK di pemukiman kumuh Bungur Besar, Jakarta Pusat, yang terancam penggusuran. Mereka dipaksa membayar Rp 100.000 per pintu untuk menunda penggusuran. Hal yang sama terjadi pada para PKL di berbagai wilayah di DKI Jakarta. PKL di kecamatan Gambir, misalnya, diminta oleh aparat keamanan untuk menyerahkan upeti sebesar Rp 20.000 per minggu bila mereka hendak terbebas dari penggusuran. Hal senada dialami PKL di Sudirman-Thamrin yang sudah tergusur habis di tahun 2001-2002. Sebelum digusur, mereka diminta membayar Rp 5000/hari agar terbebas dari penggusuran. Padahal dengan membayarpun tidak ada jaminan bagi mereka untuk  tidak digusur. Pemda DKI sebagai aparat negara yang seharusnya melindungi warga dari segala bentuk ancaman, justru tampil sebagai ancaman bagi warganya. 

Tabel 5. Pungutan dan Retribusi terhadap PKL di Jakarta

	Kelompok Miskin
	Besaran Pungutan/Retribusi
	Untuk Keperluan
	Keterangan

	PKL Tanah Abang
	· Rp 200.000 – Rp 300.000 

· Rp 2000 /hari
	· Sewa lapak selama bulan puasa

· Uang keamanan dan kebersihan
	- Tidak jelas pada siapa uang itu disetorkan



	PKL Jatinegara
	· Rp 2.000 / hari

· Rp 300.000 – Rp 800.000 /tahun

· Rp 100.000/orang
	· Retribusi

· Sewa lapak

· THR Lebaran  
	- Pungutan melibatkan pemerintah setempat, LKMD dan preman

	PKL Kampung Rambutan
	Rp 5.500 / hari
	- Retribusi harian
	- Pungutan melibatkan DLLAJ, Koperasi dan preman

	PKL Senen
	Rp 50.000 / bulan
	- Setoran bulanan sebagai ijin berdagang
	- Pungutan melibatkan aparat DLLAJ. Kalau tidak membayar tidak diijinkan berdagang



	PKL Glodok
	· Rp 300.000 / tahun

· Rp 2.000 / hari
	· Uang sewa lapak

· Uang kebersihan dan keamanan
	- Pungutan dilakukan oleh pemda DKI

	PKL Ciledug
	· Rp 600.000 – Rp 3 juta

· Rp 7000/hari
	· Sewa lapak

· Kebersihan

	- Pungutan dilakukan oleh pemda dan koperasi

	PKL di Kecamatan Gambir
	· Rp 20.000
	· Upeti untuk aparat keamanan
	- Apabila tidak membayar upeti, mereka diancam akan digusur




Sumber: Investigasi Institut Sosial Jakarta, 2001 – 2002  

Satu hal yang sering dipertanyakan para korban penggusuran adalah, kalau memang warga dilarang menempati tanah tersebut, kenapa larangan itu tidak sejak dahulu diberlakukan? Menurut mereka, aparat pemda yang datang kepada mereka untuk memungut retribusi dan menjanjikan keamanan, adalah yang kini juga menggusur dan menghancurkan.  

3. Diskriminasi dan Ketimpangan Hak Warga Negara

Penggusuran yang dilakukan pemerintah dengan dalih penegakan hukum, tak lain adalah strategi untuk mengusir paksa kaum miskin dari wilayah DKI Jakarta, seperti yang pernah ditegaskan oleh walikota Jakarta Pusat, Abdul Kahfi. Gubernur Sutiyoso sendiri pernah menyatakan rasa malunya atas keberadaan pemukiman kumuh di Jakarta.  Gubernur malu dengan kehadiran orang miskin di Jakarta, namun ia tidak pernah malu dengan perilaku korup yang dikembangkannya, yang melahirkan kemiskinan yang demikian luas. Pengalihan aset negara kepada perusahaan-perusahaan swasta dengan mengorbankan hak hidup kaum miskin, nampaknya ia andaikan sebagai tindakan bijak. Penegakan hukum terhadap yang lemah demi membela kepentingan yang kuat tak pernah dianggap sebagai perilaku korup yang memalukan. 

Dengan pendekatan legal formal, jelas tak akan pernah ada ruang sisa bagi hak kaum miskin di republik ini. Meskipun UUD 1945 begitu jelas menegaskan hak semua warga negara, namun dalam praktek hak warga yang lemah telah banyak dijarah oleh mereka yang kuat dengan dukungan dari pemerintah. Penjarahan ini menciptakan ketimpangan hak antara yang kuat dan yang lemah. Berikut adalah sedikit data dan fakta yang menggambarkan kian meluasnya ketimpangan hak tersebut. 

3.1. Ketimpangan di bidang lingkungan hidup

Mayoritas masyarakat miskin dipersalahkan dan digusur karena bertempat tinggal dan berusaha di ruang-ruang kota yang dikategorikan sebagai ruang terbuka hijau. Perda 11/1988 tentang Ketertiban, yang menjadi dasar hukum pemda dalam melancarkan penggusuran, de facto hanya diberlakukan bagi kaum miskin. Hak kaum miskin tak pernah tertampung dalam aturan tentang tata ruang kota. Ketimpangan terjadi ketika pemda menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap kaum miskin dan konglomerat yang aktivitasnya sama-sama menggunakan ruang terbuka hijau . 

Tabel 6. Ketimpangan Perlakuan terhadap Pelanggaran 

Atas Penggunaan Ruang Terbuka Hijau

	Pelanggaran yang Dilakukan oleh
	Perlakuan Penguasa Terhadap

	Kaum Miskin
	Pengusaha/Konglomerat
	Kaum Miskin
	Konglomerat

	Pada tahun 2001:

- 6.774 KK yang terdiri dari 34.514 jiwa menempati 6.588 unit rumah di bantaran kali, ruang terbuka hijau dan tanah terlantar 

- 2.700 PKL yang berjualan di jalur hijau, trotoar dan taman 

Pada tahun 2002:

· 18.732 jiwa yang menempati 4.908 rumah miskin di bantaran kali, ruang terbuka hijau dan tanah terlantar 

· 7.770 PKL yang berdagang di jalur hijau, taman, trotoar

Pada tahun 2003: 

Sedikitnya 6.960 KK menempati rumah di bantaran kali dan tanah terlantar


	Mengubah 2/3 kawasan hutan lindung di Kapuk, Jakarta Utara menjadi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk 

Mengubah ruang terbuka hijau di daerah Tomang menjadi Mall Taman Anggrek

Mengubah ruang terbuka hijau di kawasan Senayan menjadi hotel Mulia dan Taman Ria

Mengubah 49.135 m2 jalur hijau menjadi 32 area SPBU

Dimasukkannya renacana reklamasi Pantai Utara setebal 2 km sepanjang seluruh garis pantai

Penggusuran jalur hijau demi mall Ambassador dan ITC Kuningan


	Rumah-rumah mereka dihancurkan dan dibakar dengan alasan menempati jalur hijau dan dituduh sebagai penyebab banjir

Tempat-tempat usaha mereka dihancurkan dengan alasan menggunakan jalur hijau dan fasilitas umum
	Pemerintah memberikan IMB meski pembangunan mal, pemukiman, hotel, dll itu melanggar aturan tata ruang

Pemerintah menutupi dan melegalkan  pelanggaran peruntukan lahan tersebut lewat penyusunan RTRW baru 2000 – 2010

Apartemen mewah (misalnya apartemen Riverside)  yang sama-sama berada di bantaran kali tak tersentuh oleh  penggusuran 


3.2. Ketimpangan dalam hal penguasaan lahan 

Ketimpangan atas penguasaan lahan oleh rakyat konglomerat dan rakyat yang melarat, baik di kota maupun di pedesaan, lebih banyak diakibatkan oleh penetapan status tanah negara tanpa memperhatikan nilai-nilai lokal maupun sejarah penguasaan dan pemilikan tanah oleh rakyat. Sehingga pengabaian terhadap hak atas tanah melahirkan pola penyingkiran rakyat kecil dari akses atas tanah. Dalam hal akses rakyat atas tanah negara, penguasa selama ini lebih banyak mengedepankan kepentingan modal ketimbang kepentingan komunitas rakyat kecil yang hanya butuh sedikit lahan untuk sekedar bertahan hidup.  Sementara rakyat konglomerat yang lapar tanah, lebih sering menjadikan tanah sebagai obyek spekulasi.

Tabel 7. Ketimpangan dalam Hal Akses Terhadap Lahan di Perkotaan

	Penguasaan Lahan oleh
	Perlakuan Penguasa Terhadap

	Kaum Miskin
	Pemodal/Konglomerat
	Kaum Miskin
	Pemodal/Konglomerat

	Luas daerah kumuh di wilayah Jakarta mencapai 1.663,71 hektar dan dihuni  oleh 555.540 jiwa.  

Dari seluruh perumahan yang ada di Jakarta, 40% adalah perumahan miskin yg berdiri di atas tanah negara
	BPN telah menerbitkan ijin lokasi utk perumahan seluas 121.629 hektar. Namun yg sdh dimanfaatkan baru  13.275 hektar dan 108.354 hektar lainnya (89%) belum dimanfaatkan

Di Jabotabek, luasan lahan yg dikuasai pengembang swasta sejak tahun 1998 mencapai sekitar 100.000 hektar dan 75% di antaranya dibiarkan terlantar

Sampai akhir Juni 2003 lahan untuk mall dan pusat perbelanjaan skala besar di Jakarta dan Depotabek mencapai 1,51 juta m2,  334.000 atau 184,4 hektar
	Kaum miskin yang hanya mampu menempati pemukiman kumuh di atas tanah-tanah negara atau di atas tanah terlantar  terus menerus disingkirkan dgn kekerasan lewat penggusuran dan pembakaran  

Pemerintah membangun rumah susun, yang tidak bisa diakses kaum miskin. Sampai tahun 2000, dari 2.490 unit rumah susun yg dibangun Pemda DKI, 66,7% dikuasai kaum berduit.

Tak ada cadangan tanah yang diperuntukkan untuk perumahan rakyat (rumah murah)
	Ratusan hektar lahan aset Pemda DKI yang bernilai trilyunan rupiah hingga kini belum terdata. Lahan itu kini banyak beralih ke pengusaha swasta, yang berkolusi dengan pejabat pemda. 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mempermudah pengusaha swasta untuk menguasai lahan secara berlebihan




Ketimpangan penguasaan lahan telah mengakibatkan hak kaum miskin untuk mendapatkan perumahan murah juga tidak terjamin. Aturan pembangunan dan pengembangan perumahan menurut pola 1: 3 : 6 juga tidak dapat diterapkan secara efektif karena hak penguasaan lahan yang diberikan secara berlebihan oleh penguasa. Problem utama untuk mewujudkan perumahan rakyat pada akhirnya bukanlah pada kurangnya sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan yang sedemikian besarnya, melainkan tidak optimalnya pemanfaatan lahan akibat pembiaran spekulasi tanah oleh para pemodal.

3.3. Ketimpangan dalam hal penegakan hukum
Ketimpangan dalam hal penegakan hukum tampak dari produk-produk aturan lokal yang lebih banyak ditujukan untuk mengatur kaum miskin ketimpang warga negara lainnya. Dalam hal ketertiban, misalnya, Perda 11/1988 lebih banyak menertibkan aktivitas kaum miskin. Sebaliknya, aturan yang mengatur aktivitas pemodal, yang didalamnya juga memuat hak kaum miskin tidak pernah ditegakkan. Bahkan aturan tersebut sengaja dihilangkan karena desakan kepentingan pemodal.  

Ketimpangan juga tampak dalam hal tindakan diskriminatif yang diambil pemerintah terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kaum miskin dan kelompok konglomerat. Kaum miskin yang dinyatakan sebagai pelanggar hukum tidak pernah lepas dari jerat hukum, sementara para konglomerat pelanggar hukum cenderung tak tersentuh hukum. Bahkan hukuman terhadap kaum miskin seringkali sangat kejam, tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pendudukan tanah negara oleh kaum miskin di Teluk Gong, Banjir Kanal – Jakarta Utara, yang hanya seluas 3 X 4 m2 per rumah tangga itu dihukum dengan penghancuran dan pembakaran selama 9 kali berturut-turut. Sementara pemodal dan konglomerat yang dalam berusaha tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda No.2/2000 tentang Perpasaran Swasta tidak terkena sanksi. Bahkan pemda memberi keleluasaan untuk melanggar ketentuan itu dengan kompensasi sejumlah uang yang disetorkan ke pemda. 

Diskriminasi dalam hal penegakan hukum terlihat sangat mencolok dalam hal kebijakan pemberian release and discharge bagi para penjarah harta rakyat yang bernilai trilyunan rupiah. Rakyat kecil yang bermukim di atas tanah negara dikejar-kejar bak penjahat kelas kakap, sementara para konglomerat yang mengambil trilyunan rupiah diberikan ampunan dan bahkan disubsidi oleh negara. Kebijakan yang sungguh tidak etis.  

Tabel 8. Ketimpangan dalam Hal Penegakan Hukum 

antara Kaum Miskin dan Konglomerat

	Aturan yang Ditujukan untuk
	Perlakuan Penguasa Atas Pelanggaran Hukum oleh

	Kaum Miskin
	Pemodal/Konglomerat
	Kaum Miskin
	Pemodal/Konglomerat

	Beberapa peraturan yang ditujukan untuk kaum miskin, di antaranya:

- Perda 11/1998 tentang Ketertiban Umum

- Perda 18/2002 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3)

- Perda 1/1996 tentang kependudukan


	Beberapa aturan yg ditujukan untuk pemodal:

- UU No. 4 th 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang ditujukan untuk mencegah penggunaan lahan sbg obyek spekulasi pihak swasta dan menjamin hak rakyat untuk mendapatkan perumahan murah

- Perda 2/2000 tentang Perpasaran Swasta yang mengatur penggunaan 20% luasan lahan pusat perbelanjaan skala besar untuk sektor informal 


	Hukum/aturan yang ditujukan untuk kaum miskin benar-benar ditegakkan dengan biaya milyaran. 

Rakyat kecil yang melawan tindakan penertiban diajukan ke pengadilan sebagai kriminal

Kaum miskin yang menempati tanah-tanah negara sulit sekali mendapatkan KTP DKI dan yang tidak ber-KTP DKI dikriminalkan


	UU No. 4/1992 tidak pernah diberlakukan  karena sampai sekarang peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU tsb belum juga dikeluarkan. Karenanya swasta bebas menguasai lahan dan perumahan murah tidak dijamin realisasinya

Ketentuan yg memberikan 20% luasan lahan untuk sektor informal tidak direalisir. Ketentuan itu diganti dengan uang kompensasi pada pemda yg sampai sekarang tidak jelas penggunaannya

Pemerintah bermaksud untuk meninjau kembali Perda No. 2/2000 tsb karena pihak swasta berkeberatan atas ketentuan tsb

Dengan release and discharge penjarah harta negara mendapatkan pengampunan 


3.4. Ketimpangan dalam hal hak atas ruang untuk berusaha
Ketimpangan tidak hanya terjadi dalam hak untuk mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kini di kota-kota besar kita bisa saksikan pemandangan yang sangat kontras. Pedagang kaki lima (PKL) dikejar, diusir dan digusur, sementara mal, hipermarket, plaza dan pusat perbelanjaan skala besar kian menjamur dan menggusur ruang berusaha bagi pengusaha skala kecil macam PKL dan pedagang pasar tradisional. Bahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial pun kian menyempit dan beralih fungsi menjadi mall. Taman yang merupakan ruang publik untuk warga berrekreasi itupun dipagari, dengan tujuan untuk mengusir PKL dan mengkondisikan warga untuk mengalihkan aktivitasnya ke mall. Akhirnya, dengan memberikan hak berlebihan pada pemodal untuk menguasai ruang berusaha, pemeritah hanya akan membentuk dan menciptakan masyarakat konsumeris yang kurang peka akan persoalan kemiskinan, ketidakadilan dan korupsi.   

Tabel 9. Ketimpangan dalam Hal Ruang Berusaha 

antara Golongan Ekonomi Lemah dan Pemodal/Konglomerat

	Kebijakan yg Terkait dengan 

Ruang Berusaha untuk
	Perlakuan Penguasa Terhadap

	Golongan ekonomi lemah
	Pemodal/ konglomerat
	Golongan ekonomi lemah
	Pemodal/konglomerat

	Ada kebijakan yang memberikan hak bagi kaum lemah untuk mendapatkan ruang usaha, di antaranya:

1)Kebijakan pembangunan pasar Inpres dengan sewa pasar ringan sesuai Inpres No. 7 th 1076 ditujukan untuk para pedagang golongan ekonomi lemah

2) Perda No. 2/2000 tentang perpasaran swasta yg mengatur 20% luas lahan usaha untuk sektor informal
	Pengusaha dan konglomerat yang mendapatkan keleluasaan lebih dalam mendapatkan ruang berusaha diikat oleh kewajiban, di antaranya oleh: 

Perda No. 2/1982 yg mengatur pemberian 20% lahan usaha perdagangan skala besar untuk sektor informal
	Kebijakan Pasar Inpres dihapus sejak 1 April 2000 melalui Perda 12/1999 jo. SK Gubernur DKI Jakarta No. 1912/1.824.511, yang mengubah status pasar inpres menjadi pasar komersial, yang tidak bisa lagi diakses oleh golongan ekonomi lemah

Perubahan pasar inpres menjadi pasar komersial sering dilakukan dengan cara kekerasan, dengan pembakaran

Luasan lahan usaha sebesar 20% dari luasan lahan untuk perdagangan skala besar tidak pernah bisa diakses oleh pedagang sektor informal karena luasan itu oleh pemda diganti dengan kompensasi uang yg tidak jelas peruntukannya

Pedagang sektor informal tidak pernah diperhitungkan dalam tata ruang kota dan selalu menjadi sasaran penggusuran
	Sejak dibentuknya PD Sarana Jaya pada tahun 1982, kebijakan pertanahan lebih banyak memberi peluang bagi para pengusaha dan konglomerat untuk mengusai lahan dan ruang usaha.

Lahan usaha yang dikuasai pemodal dan konglomerat semakin luas dan menjadikan Jakarta sebagai kota yg dikepung  perdagangan skala usaha besar. Meski sdh ada puluhan mal dan pusat perbelanjaan, namun sekarang tengah dibangun 20 mal dan pusat perbelanjaan 


Pemerintah selama ini tidak pernah memberi alternatif ruang berusaha bagi PKL dan pedagang pasar tradisional yang digusur. Kalaupun ada alternatif yang ditawarkan pemerintah, alternatif itu tidak sungguh-sungguh berorientasi pada upaya untuk melindungi dan mengembangkan usaha PKL dan pedagang pasar tradisional. Sebab mereka ini cenderung ditempatkan di lokasi-lokasi yang kurang strategis, sulit dijangkau dan sepi pembeli.  

Alternatif ruang berusaha bagi golongan ekonomi lemah dalam bentuk 20% dari sebagian lahan perdagangan skala besar juga dipangkas. Dengan pemangkasan itu, pemda menerima sejumlah uang kompensasi. Dari tahun 1992 – 2001, dari uang kompensasi 20% lahan perkantoran dan bisnis, pemda menerima Rp 18,68 milyar yang tidak jelas penggunaannya. 

3.5. Ketimpangan dalam hal pelayanan dan penyediaan prasarana dasar

Kaum miskin yang tinggal di daerah-daerah kumuh di perkotaan, sulit untuk mendapatkan akses atas air bersih, rumah yang layak, jaminan kesehatan, pendaftaran kependudukan dan keamanan dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagai contoh, ribuan pemulung yang tinggal di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah milik Pemda DKI di Bantargebang. Bekasi, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan imunisasi polio, karena secara administratif mereka tidak terdaftar sebagai penduduk DKI atau pun Bekasi. 

Sebagai manusia dan juga warga negara, kaum miskin di kota-kota besar harus menjalani kehidupan yang tidak bermartabat sebagaimana layaknya warga negara lain. Mereka menggunakan air kotor atau air yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk mandi, masak dan cuci. Anak-anak mereka juga tidak mendapatkan akses pendidikan, bahkan pendidikan dasar sekalipun. Dalam hal kependudukan, ketika mereka kedapatan tidak ber-KTP, maka pendekatan negara terhadap mereka bukanlah menanggulangi kemiskinan tetapi penertiban dengan kekerasan yang kian mempermiskin mereka. Ketika kaum miskin berjuang untuk mendapatkan penghidupan, menciptakan pekerjaan dan menjalani pekerjaan itu, mereka sekali lagi dijadikan obyek penertiban, yang faktanya juga mengarah ke perampasan harta milik kaum miskin oleh negara. 

Ketimpangan dalam hal pelayanan kebutuhan dasar, tampak mencolok dalam kasus penyediaan transportasi publik. Golongan ekonomi lemah sekarang ini semakin sulit untuk mendapatkan pelayanan transportasi yang layak dan aman. Terlihat dari jumlah angkutan umum yang pada tahun 2002 hanya 2,5% (96.750 unit) dari total kendaraan di Jakarta, sementara jumlah mobil pribadi mencapai 91,3% (3,53 juta unit) dari total kendaraan di Jakarta. Kebijakan transportasi tidak lagi mengutamakan penyediaan transportasi massal/umum, tetapi mementingkan penggunaan mobil pribadi. Pada akhirnya, jalan yang merupakan prasarana publik semakin dipadati oleh mobil-mobil pribadi yang kian menambah kemacetan. Penyebab persoalan kemacetan inipun lagi-lagi ditimpakan pada para PKL dan asongan yang mencari penghidupan di jalanan dengan manfaatkan kemacetan.  

3.6. Ketimpangan dalam hal subsidi oleh negara

Selama ini istilah subsidi seolah-olah hanya terkait dengan dan berlaku hanya untuk kaum miskin. Karenanya ketika subsidi untuk kaum miskin disinyalir jatuh ke tangan yang tidak berhak menerima, maka respon pemerintah adalah mencabut subsidi yang dinilai salah sasaran.  Subsidi BBM, listrik, transportasi umum, pendidikan, harga sarana produksi, dll tidak bisa lagi dinikmati kaum miskin.  Karenanya sejak krisis ekonomi, harga kebutuhan pokok terus melambung akibat pencabutan subsidi ini. 

Persoalan ketimpangan hak antara kaum miskin dan pemodal/konglomerat semakin tampak fulgar dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah menyangkut penghapusan hutang (release and discharge) dari para konglomerat yang nyata-nyata telah berbuat kejahatan perbankan.  Dengan kebijakan release and discharge ini, negara memberikan subsidi bernilai trilyunan rupiah. Subsidi BBM, yang nilainya berkisar Rp 3 trilyun tidaklah sebanding dengan subsidi yang diberikan pada para konglomerat yang nilainya mencapai Rp 75 trilyun. Pada Senin, 2 Desember 2002, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam penyelesaian kasus BLBI yang saat ini berada di tangan para konglomerat. Setelah mengeluarkan berbagai scheme penyelesaian kasus BLBI melalui MSAA, MRNIA, PKPN dan APU, pemerintah menerbitkan Letter of Release and Discharge (R & D) kepada sejumlah obligor yang dipandang kooperatif dalam menyelesaikan hutangnya pada negara. Letter of Release and Discharge ini pada dasarnya berisi pembebasan dari tuntutan hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Kebijakan ini diambil, demikian penjelasannya, agar mereka tetap bersedia untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang-hutang mereka. Berikut adalah sedikit gambaran tentang besaran subsidi yang diberikan negara pada para konglomerat.

Tabel 10. Besaran Hutang dan Subsidi Negara untuk Para Konglomerat

	Konglomerat  dan Perusahaannya  
	Jumlah Hutang


	Hutang yg Sudah Dibayar


	Potensi Hutang yg Ditanggung Negara (Nilai Subsidi ) 

	Keterangan

	Sudono Salim

(Eks BCA)
	Rp 52,627 triliun
	Rp 17 triliun
 

(dari penjualan aset di Holdiko Perkasa) 
	Rp 35 triliun
	Menandatangani MSAA
, akan segera dapat surat bebas hutang (release and discharge) 

	Syamsul Nursalim

(Eks BDNI)
	Rp 27,4 
	Asetnya masih dalam proses penjualan 
	Rp 27,4 triliun
	Menandatangani MSAA,akan segera dapat surat bebas hutang

	Bob Hasan

(Eks BUN)
	Rp 5,341 triliun
	Asetnya masih dalam proses penjualan
	Rp 5,341 triliun
	Sudah menandatangani MSAA, akan segera dapat surat bebas hutang

	Sudwikatmono

(Eks Bank Surya)
	Rp 1,88 
	Memberi 6 perusahaan, satu masih dalam proses penjualan
	Rp Rp 1,88 triliun
	Menandatangani MSAA, hutang dianggap lunas dan akan segera dapat surat bebas hutang

	Usman Admadjaja

(Eks Bank Danamon)
	Rp 12,5 triliun
	Nilai aset yg diserahkan ke BPPN setelah dihitung ternyata hanya 2 triliun
	Rp 10,5 triliun
	Menandatangani MRNIA
, akan segera dapat surat bebas hutang


	Kaharudin Ongko

(Eks BUN)
	Rp 8,348 triliun
	Aset sedang dalam penjualan
	Belum bisa diketahui
	Idem

	Samadikun Hartono

(Eks Bank Modern)
	Rp 2,664 triliun
	Aset sedang dalam penjualan
	Idem
	Idem

	Hokiarto

(Eks Bank Hokindo) 
	Rp 298 miliar
	Aset sedang dalam penjualan
	Idem
	Idem

	Ibrahim Risyad

(Eks Bank RSI)
	Rp 637milyar
	Rp 637 milyar
	0
	Sudah dapat surat bebas hutang


4. Menata Kembali Hak Warga Negara  

Fakta-fakta ketidakadilan dan ketimpangan hak antara warga negara miskin dan warga negara konglomerat mengundang pertanyaan yang kian hari menuntut penyelesaian: di mana peran negara yang reason d'etre-nya adalah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak semua warga negara, terutama kaum miskin? Dalam perspektif hak, kaum miskin seharusnya dilihat sebagai manusia bermartabat. Dalam kerangka kebijakan, yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang berdasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar kaum miskin sebagai warga negara yang bermartabat dan sederajat sebagai manusia.

. 

Selama ini dipahami bahwa mempromosikan kaum miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri merupakan gagasan baik. Tapi gagasan ini menjadi kurang bermakna jika diawali dengan menyalahkan kaum miskin.  Tidak ada jalan lain untuk mengatasi ketimpangan itu selain dengan menata kembali negara dan warga negaranya dengan pendekatan hak. Dengan perspektif hak maka ada penegasan dan kepastian bahwa hak-hak dasar kaum miskin diakui. Tidak cukup hanya dinyatakan dalam konstitusi (secara legal formal saja). Hak harus dipastikan dalam setiap tindakan, bahwa hak-hak dasar kaum miskin itu tidak bisa dikhianati. Pengakuan terhadap hak dasar kaum miskin ini akan mengarah pada pembentukan relasi baru tentang bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dijalankan. ***
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� Sumber: Diolah dari Kompas Cyber Media, investigasi LBH, ISJ dan FAKTA


� Kompas, 13 Oktober 2000


� Sumber: Diolah kembali dari hasil investigasi ISJ dan FAKTA


� Sumber: Diolah dari berita media massa Kompas – Warta Kota, 2001 – 2003 


� Dokumen BPPN sampai Oktober 2003


� Total potensi uang negara yang hilang dari MSAA dan MRNIA, yang tidak bisa dikembalikan oleh BPPN secara maksimal mencapai Rp 75 triliun


� Dari 108 aset yang diserahkan Salim untuk membayar hutangnya, sebagian besar sudah terjual dengan nilai Rp 17 triliun. Sisa 32 aset saat ini sedang dalam proses penjualan melalui program penjualan aset investasi 3. Hasilnya belum diketahui.


� MSAA: Master Settlement of Asset Agreement, dapat dipahami sebagai surat penyerahan aset dengan nilai yang sama dengan hutang yang harus dilunasi. Total nilai utang konglomerat yang menandatangani MSAA mencapai 87,8 triliun. Salim sudah membayar Rp 17 triliun, Ibrahim Risyad Rp 637miliar. Sisa yang belum dibayar sekitar Rp 70 triliun. Dengan asumsi aset yang sekarang sedang dalam proses penjualan bisa mengembalikan sekitar 20% atau Rp 14 triliun, maka potensi kerugian atau subsidi negara terhadap konglomerat dalam MSAA mencapai Rp 56 triliun. Angkanya bisa lebih tinggi jika asumsi tingkat recovery di bawah 20%.


� MRNIA: Master Refinancing Notes Issuance and Agrement, penyerahan aset dengan nilai yg kurang dari nilai hutang yang harus dibayar dengan disertai jaminan pribadi. Total nilai surat hutang MRNIA yang akan dijual sebesar Rp 23,841 triliun. Berapa hasilnya belum diketahui. Kalau menggunakan asumsi tingkat pengembalian (recovery rate) maksimal 20%, maka yang bisa kembali ke negara hanya Rp 4,5 triliun. Ini berarti pemerintah punya potensi rugi atau harus mensubsidi para konglomerat itu sebesar Rp 19 triliun


� Dengan keputusan KKSK yg membolehkan penjualan surat hutang (promisory notes) yg didalamnya sekaligus menjual jaminan pribadi, otomatis hutang Usman ke negara lunas. Hutang akan lunas jika surat hutang itu terjual karena pemerintah tak bisa lagi mengejar jaminan pribadinya





